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BUPATI JOMBANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 
TAHUN 2 013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pembentukan Peraturan Daerah bertentangan dengan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dikarenakan 
adanya pertentangan dengan peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan 
pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan 
Peraturan Daerah; 

c. bahwa untuk mencapai maksud konsideran menimbang 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pencabutan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah dalam 
Peraturan Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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5 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pemben tukan Produk Hukum Daerah ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9848 Tahun 
2016 tentang Pembatalan Beberapa Keten tuan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jorn bang Nomor 1 Tahun 2013 ten tang 
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

dan 

BUPATI JOMBANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

BAB I 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Daerah m1 maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2013 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 1/E) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAB II 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

Diundangkan di Jombang 
Pa Juni 2017 

AERAH 
JOMBANG, 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 7 Juni 201 7 
BUPATI JOMBANG, 

NYONOSUHARLIWIHANDOKO 
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